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Topik	Diskusi	 :	Dampak	Pandemi	Covid-19	terhadap	Penyelenggaraan	Pilkada	Tahun	2020	
Panelis		 :	1.	Pramono	Ubaid	Tanthowi	(Anggota	Komisioner	KPU	RI)	

			2.	Prof.	Budi	Setiyono,	Ph.D	(Akademisi	Ilmu	Politik	Undip)	
			3.	Ary	Santoso,	S.Stat,	M.Si,	M.Ipol	(Pengamat	Politik	dan	CEO	Indekstat)	

Moderator	 :	Fauzan	Azhim,	SP		
Notulis		 :	Vikmatik	Morosari	
Waktu	 	 :	Senin,	13	April	2020,	pukul	16.00	–	18.00	WIB	
	
PEMBUKAAN	
Saat	 ini	 jumlah	 korban	 yang	 positif	 terpapar	 kasus	 covid-19	 mencapai	 4.221	 orang.	 Virus	
Covid-19	ini	sendiri	tidak	hanya	terdampak	pada	ekonomi	dan	kesehatan	saja,	tapi	ada	banyak	
sektor	yang	terkena	dampaknya,	termasuk	politik.		
	
Bahwasannya	di	bulan	September	2020	ini	akan	dilakukan	pagelaran	Pilkada	serentak	di	270	
kabupaten/kota	 dan	 provinsi.	 Tapi	 akibat	 adanya	 pandemik	 covid-19,	 KPU	 akhirnya	
mengumumkan	 bahwa	 Pilkada	 akan	 diundur	 dengan	 3	 skenario	 pengunduran.	 Dari	
pengunduran	 ini,	 dampak	 apa	 saja	 yang	 akan	 terjadi	 dan	 bagaimana	 tanggapan	 dari	 sudut	
pandang	pengamat	politik,	akademisi,	dan	KPU	RI?	
	
Materi	1:	Dampak	Penundaan	Pilkada	Serentak	2020	(Pramono	Ubaid	Tanthowi)	
Penundaan	Pilkada	ini	membawa	beberapa	konsekuensi:	
	
1. Regulasi/hukum	

UU	 No.	 10	 tahun	 2016	 (sebagai	 perubahan	 kedua	 atas	 UU	 nomor	 1	 tahun	 2015)	 yang	
menjadi	dasar	penyelenggaraan	Pilkada,	kemungkinan	akan	mengalami	perubahan.	Karena	
dalam	 situasi	 saat	 ini	 rasanya	 hampir	 tidak	 mungkin	 pemungutan	 suara	 Pilkada	
dilaksanakan	 pada	 tanggal	 23	 September	 2020.	 Padahal,	 ketentuan	 waktu	 pagelaran	
Pilkada	tersebut	sudah	diatur	secara	tegas	di	dalam	undang-undang.	Sehingga	ketika	ada	
kondisi	seperti	ini,	konsekuensinya	adalah	harus	diadakan	perubahan	undang-undang	yang	
ada.	Ada	dua	macam	perubahan	yang	bisa	dilakukan,	yaitu:	
- Revisi	secara	terbatas	
- Melalui	Perppu	

	
Terkait	 revisi	 undang-undang	 ini,	 KPU	bersama	pemerintah	 terkait	 akan	menjadwalkan	
rapat	 pada	 hari	 Selasa,	 14	 April	 2020.	 Diharapkan	 pada	 rapat	 tersebut	 akan	 disepakati	
kapan	Pilkada	ini	akan	dilaksanakan	sehingga	KPU	bisa	segera	menyusun	regulasi-regulasi	
turunannya.		
	
Kemudian	terkait	regulasi	turunan	ini,	pihak-pihak	yang	akan	mengusulkan	regulasi	antara	
lain	KPU,	kemendagri,	dan	menteri	keuangan.	Dari	pihak	KPU,	 setidaknya	ada	beberapa	
perubahan	aturan,	antara	lain:	
1. 	Peraturan	KPU	tentang	tahapan	Pilkada	

Tahapan	Pilkada	 ini	bergantung	pada	kapan	Pilkada	 ini	 akan	dilaksanakan.	Saat	 ini,	
KPU	sudah	memberikan	3	opsi	yaitu:	
- Opsi	1:	Desember	2020	
- Opsi	2:	Maret	2021	
- Opsi	3:	September	2021.	
Jika	diasumsikan	kita	memilih	opsi	1,	maka	tahapan	Pilkada	dimulai	pada	Juni	2020,	
sementara	pada	bulan	Juni	2020	kita	masih	berada	dalam	kondisi	pandemik	covid-19	
sehingga	 pengaturan	 teknis	 pada	 tahapan-tahapan	 awal	 juga	 akan	 mengalami	
perubahan.	Misalnya	 pada	 verifikasi	 faktual	 calon	 perseorangan,	 penyusunan	 daftar	
pemilih,	dan	perubahan	PKPU	tentang	kampanye.		
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2. Manajerial	
Penundaan	pada	sisi	manajerial	akan	memiliki	konsekuensi	pada:	

- Anggaran	
Pada	 persoalan	 anggaran,	 ada	 beberapa	 peraturan	 yang	 perubahannya	
mensyaratkan	revisi	dari	Pemendagri.	Jika	diambil	opsi	2	atau	3,	maka	penyediaan	
anggaran	 saat	 ini	 tidak	 cukup	 apabila	 dianggarkan	 di	 tahun	2020	 saja,	 sehingga	
perlu	 ada	 penganggaran	 juga	 di	 tahun	 2021.	 Hal	 ini	 tentu	 akan	 menimbulkan	
problem	 di	 sebagian	 daerah.	 Apakah	 daerah-daerah	 akan	 sanggup	 untuk	
menganggarkan	untuk	tahun	2021?	Kalaupun	sanggup	menganggarkan,	maka	akan	
butuh	negosiasi	lagi	antara	KPU	dengan	pemerintah	daerah.	
	

- Sumber	Daya	Manusia	
Saat	 ini	badan	penyelenggara	adhoc,	 yaitu	PPK	dan	 sebagian	anggota	PPS	 sudah	
dilantik.	Adapaun	menghadapi	kondisi	pandemik	ini,	seluruh	kegiatan	badan	adhoc	
dihentikan	 oleh	 KPU.	 Apabila	 kita	memilih	 pelaksanaan	 pilkada	 di	 opsi	 3,	maka	
badan	adhoc	ini	kita	akan	aktifkan	lagi	paling	cepat	6	bulan	yang	akan	datang.	Hal	
ini	 tentu	 akan	 menimbulkan	 persoalan	 baru,	 misalnya	 apakah	 mereka	 masih	
memenuhi	 syarat	 sebagai	 PPK/PPS	 atau	 tidak?	 Jadi	 penonaktifan	 ini	 jelas	
menimbulkan	konsekuensi	secara	manajerial.	
	
Disamping	 itu,	 ada	 sisi	 kemanusiaan	 yang	 perlu	 dipertimbangkan	 atas	 badan	
penyelenggara	adhoc	ini.	Bagi	orang-orang	yang	tergabung	di	dalam	PPK/PPS	pasti	
setiap	 bulannya	 akan	 mendapatkan	 honorarium.	 Meskipun	 tidak	 besar,	 namun	
angka	 tersebut	 cukup	 membantu	 bagi	 anggota	 yang	 ada	 di	 daerah.	 Adanya	
penonaktifan	 ini	 membuat	 anggota	 PPK/PPS	 tersebut	 banyak	 yang	 menjadi	
pengangguran.	Dan	dampak	ini	bisa	sampai	puluhan	ribu	orang.	

	
3. Teknis	
	
Penundaan	ini	membuat	KPU	harus	menyiapkan	beberapa	skenario	untuk	adaptasi	kondisi	
pandemik	 terhadap	 tahapan-tahapan	 Pilkada.	 Jika	 yang	 diambil	 adalah	 opsi	 1,	 maka	
verifikasi	 awal	 akan	 dilaksanakan	 pada	 awal	 bulan	 Juni.	 Di	 waktu	 ini	 diperkirakan	
pandemik	belum	berakhir.	Oleh	karena	itu	secara	teknis	perlu	dilakukan	modifikasi:	apakah	
masih	 memungkinkan	 kita	 menggunakan	 cara	 yang	 sama	 dibandingkan	 dengan	 situasi	
normal?	Tentu	tidak.		
	
KPU	sendiri	sudah	menyiapkan	beberapa	skenario	dan	sesegera	mungkin	akan	melakukan	
simulasi,	uji	coba,	dan	pelatihan.	Tahapan	tersebut	tentu	membutuhkan	waktu	yang	cukup	
panjang.	 Bagi	 KPU,	 kondisi	 ini	 benar-benar	 menguji	 kita	 apakah	 di	 situasi	 yang	 rawan	
seperti	saat	ini	kita	mampu	beradaptasi	atau	tidak?	Apakah	kita	harus	bersikukuh	dengan	
cara-cara	yang	selama	ini	kita	lakukan	ataukah	mampu	menghadirkan	cara-cara	baru	yang	
tetap	memenuhi	standar-standar	prosedur	demokrasi,	tapi	tetap	sejalan	dengan	protokol	
kesehatan	yang	ditetapkan	oleh	pemerintah?	
	

	
Materi	2:	Pandangan	Kritis	atas	dampak	Penundaan	Pilkada	2020	(Prof.	Budi	Setiyono,	Ph.D)	
Saat	 ini	kita	 sedang	berada	dalam	situasi	 yang	 tidak	pasti	 kapan	berakhirnya.	 Jadi	 jika	kita	
menetapkan	tiga	opsi	penundaan	Pilkada	tersebut,	kita	tetap	memiliki	resiko	apabila	masih	
mengasumsikan	penyelenggaraan	Pilkada	ini	tetap	dengan	mekanisme	yang	ada.		
	
Jika	dalam	konteks	metode	pemilihan,	sarana-prasarana	atau	logistik	yang	dipakai,	dan	sistem	
SDM	yang	dipakai	masih	sama,	saya	kira	kita	memeiliki	resiko	yang	sangat	besar	apabila	kasus	
pandemik	ini	tidak	pasti	kapan	berakhirnya.	Apalagi	jika	muncul	pandemik	baru	dengan	pola	
yang	serupa.	Hal	tersebut	tentu	membuat	ketidakpastian	kapan	bisa	memiliki	pemimpin	yang	
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baru	 di	 daerah?	 Nantinya	 akan	 timbul	 implikasi	 penyelenggaraan	 pemerintahan	 dan	
penyelenggaraan	 negara	 yang	menjadi	 sangat	 carit	 marut.	 Oleh	 karena	 itu,	 lebih	 baik	 kita	
mengasumsikan	bahwa	pandemik	ini	tidak	ada	akhirnya.	
	
Hal	 ini	 bukan	 berarti	 kita	 pesimis,	 namun	 kita	 mengantisipasi	 pada	 skenario	 terburuk.	
Kemudian	kita	harus	berfikir	ulang	 tentang	 tata	kelola	penyelenggaraan	Pilkada	 ini	 supaya	
tidak	menggunakan	metode-metode	 yang	 konvensional,	 seperti	 halnya	 harus	mencoblos	 di	
TPS	dst,	tetapi	kita	harus	memikirkan	atau	nahkan	bisa	diputuskan	bahwa	kita	akan	beralih	
menggunakan	metode	pemilihan	daring	atau	e-voting.		
	
E-voting	 ini	 bermaksud	untuk	memastikan	 suksesi	di	 daerah	 itu	 tidak	akan	 terkontaminasi	
atau	tidak	akan	terpengaruh	oleh	situasi	pandemik	apapun.	Sehingga	jika	kita	menggunakan	3	
opsi	 yang	 ada,	 konteksnya	 tidak	 antisipasi	 terhadap	 berakhirnya	 pandemik,	 tetapi	 adalah	
antisipasi	 seberapa	 mampu	 penyelenggara	 pemilu	 (KPU,	 bawaslu,	 dan	 segenap	 perangkat	
pemilihan)	untuk	bisa	menyelenggarakan	pemilihan	dengan	online.		
	
Ditambah	lagi	saat	ini	kita	sudah	memiliki	e-ktp	yang	data-datanya	sudah	sangat	valid	sehingga	
tinggal	diatur	kesepakatan-kesepakatan	antar	partai	politik,	masukan	dari	para	pakar,	dan	juga	
para	kandidat	untuk	bisa	memastikan	akuntabilitas	penyelenggaraan	pemilihan	dengan	cara	
e-voting.	Kalau	menggunakan	e-voting,	kita	tidak	perlu	khawatir	mengenai	kapan	berakhirnya	
pandemik	ini,	tetapi	kita	hanya	akan	memikirkan	kapan	KPU	siap	menyelenggaraan	Pilkada	
berbasis	daring.	
	
Kemudian	 terkait	 adanya	 penundaan	 Pilkada,	 memang	 ada	 beberapa	 hal	 yang	 perlu	 kita	
antisipasi	di	dalam	Perppu	yang	akan	dibuat.	Jangan	sampai	aspek-aspek	yang	terdampak	dari	
Pilkada	ini	tidak	memiliki	jalan	keluar.	Kadang-kadang	kita	membuat	suatu	peraturan	secara	
rigid	 dan	 cenderung	 tidak	 memiliki	 jalan	 antisipasi	 jika	 terjadi	 situasi-situasi	 yang	 penuh	
dengan	 ketidakpastian.	 Dalam	 hal	 ini,	 kita	 bisa	 belajar	 dari	 pemilihan	wakil	 Gubernur	DKI	
Jakarta.	Karena	sebenarnya	di	dalam	regulasi-regulasi	kita	tentang	pergantian	kepala	daerah	
tidak	menciptakan	klausul	yang	memungkinkan	terjadinya	situasi	tertentu	yang	tidak	mungkin	
dilakukan	dengan	prosedur	baku.	Oleh	karena	itu,	perlu	diambil	langkah-langkah	tertentu	yang	
bisa	menggantikan	prosedur	tersebut.	Misalnya	apakah	ada	intervensi	dari	pemerintah	pusat,	
atau	dari	mekanisme	lain	yang	bisa	terselenggara	dalam	suatu	kerangka	yang	bisa	memastikan	
terisinya	jabatan	tersebut.	
	
Pada	 konsdisi	 tertundanya	 pelaksanaan	 Pilkada	 ada	 beberapa	 hal	 yang	 perlu	 diperhatikan	
dalam	penyususnan	Perppu,	yaitu:	
	

1. Berkaitan	 dengan	 berakhirnya	 masa	 jabatan	 kepala	 daerah	 yang	 umunya	 sudah	
berakhir	 di	 bulan	 Februari	 2021.	 Hal	 ini	 akan	 menimbulkan	 opsi	 apakah	 tetap	
mengguanakan	konsep	seperti	saat	ini	yaitu	menggunakan	Plt	(Pelaksana	Tugas)	harus	
berasal	dari	ASN	sesuai	dengan	UU	Nomor	8	tahun	2015	atau	akan	memperpanjang	
masa	 jabatan	 kepala	 daerah	 existing.	 Keduanya	 akan	memiliki	 konsekuensi	 yuridis,	
yaitu	jika	Plt	berasal	dari	ASN,	maka	dengan	berbagai	macam	regulasi	yang	mengatur	
tentang	Plt	ini	dari	sisi	ASN	jelas	memiliki	keterbatasan	kewenangan.	Padahal	nantinya	
penundaan	dari	Pilkada	ini	akan	memakan	waktu	yang	cukup	lama.	Mungkin	bisa	jadi	
satu	tahun	atau	bahkan	dua	tahun.	
	
Dalam	 penyelenggaraan	 negara,	 ada	 yang	 dinamakan	 konsep	 stagnasi	 dalam	
perencanaan.	 Misalnya	 akan	 berimbas	 RPJMD	 (Rencana	 Pembangunan	 Jangka	
Menengah	Daerah).	RPJMD	ini	merupakan	perwujudan	dari	janji	kampanye	atau	visi	
misi	kepala	daerah	terpilih.	
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Apabila	kita	mengasumsikan	adanya	penundaan,	maka	kita	akan	memilki	pertanyaan,	
bagaimanakan	seharusnya	kelanjutan	RPJMD	tersebut?	Kemudian	apakah	kita	harus	
memiliki	RPJMD	baru	yang	tidak	berbasis	pada	visi	misi	atau	janji	kepala	daerah?	Atau	
kita	 harus	 mereduksi	 RPJMD	 tersebut	 sedemikian	 rupa	 dan	 menyesuaikan	 dengan	
RPJMD	yang	 sudah	ada	 saat	 ini?	Pilihan-pilihan	 tersebut	 juga	akan	memiliki	 resiko-
resiko	tertentu,	mengingat	bahwa	jabatan	kepala	daerah	adalah	jabatan	yang	politis.		
	
Saya	kira	kita	perlu	untuk	membuat	klausul	sedemikian	rupa	supaya	apabila	opsinya	
Plt	diambil	dari	ASN	eselon	II	untuk	bupati/walikota	dan	eselon	I	untuk	gubernur,	kita	
harus	bisa	memberikan	 sisi	 kelonggaran	kewenangan	 tertentu	kepada	Plt	 agar	bisa	
mengambil	 keputusan-keputusan	 yang	mungkin	 agak	 strategis.	 Karena	 apabila	 kita	
menggunakan	 metode	 yang	 digunakan	 sekarang,	 usulan	 strategis	 Plt	 harus	
mendapatkan	 persetujuan	 dari	 Kemendagri,	 dan	 hal	 ini	 tentu	 akan	 membatasi	 Plt	
dalam	menyusun	langkah	strategis.	Jika	hal	tersebut	seluruhnya	harus	berkutat	pada	
mekanisme-mekanisme	yang	normal,	maka	akan	banyak	sekali	pelayanan	public	yang	
ekslusi	program	dan	ekslusi	anggaran.		
	
Oleh	karena	itu,	di	dalam	Perppu,	kita	harus	memperhitungkan	secara	presisi	tentang	
alternatif-alternatif	yang	memungkinkan	bagi	Plt	dari	kepala	daerah.	Apakah	akan	kita	
serahkan	 kepada	ASN	 atau	 kita	 akan	memperpanjang	masa	 jabatan	 kepala	 daerah?	
Meskipun	akan	muncul	pertanyaan	jika	memperpanjang	masa	jabatan	kepala	daerah,	
‘atas	 dasar	 apa	 kepala	 itu	menjabat?’	 Kemudian	 lagi-lagi	 jabatan	 ini	 adalah	 jabatan	
politis,	 dan	 mereka	 dipilih	 oleh	 rakyat	 atas	 dasar	 janji-janji	 kampanye	 kebijakan-
kebijakan	yang	akan	mereka	susun	manakala	mereka	menduduki	jabatan	tersebut?	

	
2. Di	dalam	Perppu	harus	mengatur	masalah-masalah	anggaran,	SDM,	dan	logistik	yang	

mungkin	cukup	tricky	apalagi	jika	BPK	saat	ini	masih	berpikir	secara	konvensional.	
	
Saat	ini	kita	ada	kondisi	kedaruratan,	jika	tidak	ada	payung	hukum	yang	memastikan	
keamanan	dari	penyelenggara	pemilu	maka	akan	menjadi	sasaran	dari	audit	BPK.	Hal	
ini	perlu	diperhatikan	untuk	menjadi	kehati-hatian	bagi	KPU	saat	menyusun	Perppu	
dengan	DPR	dan	Kemendagri	sehingga	ada	payung	hukum	bagi	penyelenggara	pemilu	
baik	di	tingkat	permanen	maupun	adhoc	agar	mereka	tidak	menjadi	korban	audit	yang	
suasananya	 sudah	 sangat	 berbeda	 ketika	 audit	 itu	 dilaksanakan,	 yaitu	 pada	 tahun	
depan	atau	dua	tahun	mendatang.		
	

3. Akan	terjadi	impact	terhadap	pemilih.	Seperti	halnya	ada	yang	meninggal,	atau	sudah	
berumur	17	tahun	pada	saat	Pilkada,	maupun	yang	pindah	alamat.	Hal	ini	sebenarnya	
akan	sangat	mudah	kita	atasi	persoalan	DPT	ini	jika	kita	menggunakan	metode	e-voting	
dengan	basis	data	kependudukan	atau	e-ktp.	
	

4. Akan	terjadi	impact	terhadap	kandidat	Pilkada.	Penundaan	ini	akan	memilki	dampak	
terhadap	manajemen	kampanye	yang	harus	berubah,	logistic	dan	tata	kelola	kampanye	
yang	 harus	 mempertimbangkan	 social	 distancing	 yang	 membuat	 cara	 kampanye	
konvensional	tidak	lagi	efektif.	Oleh	karena	itu,	harus	mencari	cara	pendekatan	baru	
pada	 pemilih	 dan	 juga	 berkaitan	 dengan	 persediaan	 logistik	 serta	 pembiayaan-
pembiayaan	di	dalam	kampanye.	Jangan	smapai	penundaan	ini	akan	menjadi	distrupsi	
yang	merugikan	atau	mengacaukan	perhitungan-perhitungan	yang	rasional.		
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Materi	3:	Terguncangnya	Kepastian	Politik	Lokal	atas	Penundaan	Pilkada	Serentak	2020	(Ary	
Santoso,	S.Stat,	M.Si,	M.Ipol)	
Dari	beberapa	sudat	pandang	sebelumnya,	sudah	sangat	kompleks	dari	sisi	administrasi	dsb.	
Sementara	jika	dilihat	dari	sisi	politik,	dampaknya	pasti	akan	dirasakan	oleh	banyak	pihak	yang	
terkait	langsung	di	dalam	Pilkada,	antara	lain:	
	

1. Kontestan	politik	(petahana	dan	non-petahana)	
	
Sudah	 menjadi	 rahasia	 umum	 bahwa	 kerja-kerja	 politik	 yang	 dilakukan	 oleh	 para	
kontestan	tidak	hanya	dilaksanakan	pada	saat	waktu	yang	ditentukan	oleh	KPU.	Karena	
sebenarnya	meraka	 sudah	 bekerja	 sejak	 sebelum	waktu	 tersebut.	 Jika	 dibahasakan	
oleh	 konsultan,	 ada	 yang	 Namanya	 soft	 campaign	 (kampanye	 sebelum	 waktu	
kampanye	 resmi	 yang	 diumumkan	 oleh	 KPU)	 dan	 hard	 campaign	 (hari	 kampanye	
sesuai	jadwal	KPU).	Di	luar	itu,	kandidat	mungkin	sudah	melakukan	pra-campaign	di	
masyarakat,	jika	dilihat	dari	baliho,	spanduk,	dsb.	
	
Dengan	 adanya	 kondisi	 seperti	 ini,	 kerja-kerja	 kampanye	 mereka	 akan	 menjadi	
terganggu,	dan	hal	ini	akan	memilki	dampak	yang	berbeda	antara	petahana	dan	non-
petahana.	Bagi	petahana,	momentum	ini	bisa	dimanfaatkan	untuk	kepentingan	politik.	
Sementara	bagi	non-petahana	kondisi	ini	justru	akan	mempersulit	posisi	non-petahana	
sehingga	 akan	memunculkan	 potensi	 unfairness.	 Artinya,	 disini	 harus	 hadir	 sebuah	
sistem,	apakah	akan	dituangkan	dalam	Perppu	untuk	menjamin	penanganan	covid-19	
ini	 terhindar	 dari	 penyelewengan-penyelewengan	 politik,	 sehingga	 kontestan	 dari	
non-petahana	 juga	 memiliki	 jaminan	 agar	 mereka	 tidak	 menjadi	 lesu	 untuk	
berkompetisi	 serta	 berpartisipasi	 dalam	 penyelenggaraan	 Pilkada	 ini.	 Karena	
partisipasi	kontestan	ini	akan	berimbas	juga	kepada	ukuran-ukruan	demokrasi	yang	
sudah	kita	 sepakati,	dan	 juga	 indeks	kerawanan	demokrasi	kita	 tentu	akan	menjadi	
berkurang.		
	
Oleh	 karena	 itu,	 perlu	 ada	 sistem	 yang	 hadir	 segera	 untuk	 memberikan	 jaminan	
kepastian	 bagi	 kepala	 daerah	 serta	menjadi	monitor	 karena	 secara	 teknis	 bisa	 saja	
terjadi	 penyelewengan.	 Misalnya	 pembagian	 sembako	 oleh	 kepala	 daerah	 kepada	
masyarakat	 yang	 tidak	 berhak	 menerima.	 Sementara	 bagi	 para	 non-petahana	 ada	
permasalahan	logistic	dan	keterbatasan-keterbatasan	lainnya	yang	akhirnya	menjadi	
masalah.		
	
Adanya	 sistem	 ini	 juga	 bisa	 mengurangi	 kerawanan	 lainnya	 yang	 bisa	 terjadi.	 Jika	
sistem	ini	tidak	hadir	di	tengah-tengah	kita	maka	bagi	petahana	bisa	saja	melakukan	
playing	 victim.	 Akhirnya	 bisa	 saja	 mereka	 meminta	 Pilkada	 diundur,	 dianulir,	
dibatalkan,	dsb.		
	

2. Partisipasi	masyarakat	
	
Adanya	 covid-19	 ini	 berdampak	 sekali	 pada	 kesejahteraan	 masyarakat	 kita.	 Ada	
ancaman	kemiskinan	yang	cukup	berarti	yang	akan	menjadi	masalah	yang	mana	akan	
berimbas	pula	pada	 ancaman	money	politic.	 Dan	 adanya	money	politic	 ini	 telah	 kita	
sepakati	 sebagai	 ancaman	demokrasi	kita,	karena	dengan	 tumbuhnya	money	politic,	
kepala-kepala	 daerah	 yang	 dihasilkan	 menjadi	 tidak	 sportif.	 Maka	 kemudian	 ini	
menjadi	satu	pekerjaan	besar	kita,	bagaimana	kita	bisa	menekan	kemiskinan	itu	dan	
aturan	 juga	menjadi	 ketat	 supaya	 bisa	mengurangi	 atau	menghindari	money	 politic	
yang	sangat	berpotensi	meningkat.		
	
	



 

Page	7	of	15	
 

Jika	 kita	 melihat	 data	 Pilkada	 2015,	 bisa	 kita	 lihat	 bahwa	 partisipasi	 pemilih	 kita	
mencapai	 70%.	 Hal	 ini	 tentu	menjadi	 tantangan	 kita,	 dimana	 pada	 tahun	 yang	 lalu	
partisipasi	masyarakat	 sudah	 cukup	baik,	 oleh	karena	 itu	dengan	adanya	 fenomena	
saat	 ini	 jangan	 sampai	 partisipasi	 masyarakat	 justru	 menurun.	 Karena	 partisipasi	
masyarakat	adalah	kunci	dari	demokrasi.	 Jika	 tidak	ada	partisipasi	maka	demokrasi	
kita	 menjadi	 tidak	 ada	 artinya.	 Penentuan	 waktu	 ini	 harus	 matang	 untuk	
mempertimbangkan	 aspek	 partisipatif	 tadi.	 Karena	 jika	waktu	 pelaksanaan	 Pilkada	
dekat	 dengan	 masa	 pemulihan	 covid	 ini,	 akan	 terjadi	 banyak	 ketakutan	 dan	
kekhawatiran	 di	 masyarakat	 dengan	 skema	 kita	 masih	 menggunakan	 kerja-kerja	
konvensional.	Ditambah	lagi	jika	ada	salah	satu	kontestan	politik	yang	membangun	isu,	
dsb	sehingga	partisipasi	masyarakat	menjadi	rendah	dan	menguntungkan	salah	satu	
pihak.	Hal	ini	lagi-lagi	akan	berimbas	pada	indeks-indeks	demokrasi	yang	sudah	ada	
dan	sudah	kita	sepakati	bersama.		
	

3. Daerah	yang	bersejarah	rawan	politik	pada	Pilkada	tahun	2015	
	
Berikut	adalah	visualisasi	sederhana	dampak	covid-19	terhadap	daerah-daerah	yang	
akan	melaksanakan	Pilkada	2020	yang	disimulasikan	untuk	melihat	indeks	kerawanan	
pilkada.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

Pada	gambar	pertama,	digambarkan	wilayah	yang	semakin	tebal	adalah	wilayah	yang	
semakin	banyak	menyelenggarakan	Pilkada.		
Gambar	kedua,	gambaran	sebaran	paparan	covid-19.	Semakin	merah	artinya	semakin	
banyak	yang	divonis	suspect.	
Gambar	 ketiga,	 indeks	 kerawanan	pemilu	 dengan	data	 tahun	2015	 (data	 tergabung	
dengan	 kontestasi	 tahun	 2014	 karena	 ketersediaan	 data).	 Semakin	 merah	 artinya	
semakin	rawan.	Kerawanan	tersebut	bisa	menjadi	gambaran	penting	mengenai	waktu-
waktu	penyelenggaraan	Pilkada	di	suatu	daerah	di	tahun	2020	ini.	Artinya	jika	dilihat	
pada	tahun	2015	daerah	tersebut	rawan	tanpa	adanya	covid,	apalagi	dengan	adanya	
covid	di	tahun	2020	ini.		
Pada	 gambar	 tersebut	 juga	 bisa	menjadi	 gambatran	 kapan	waktu	 yang	 tepat	 untuk	
menyelenggarakan	Pilkada	agar	Pilkada	nanti	bisa	menjadi	lebih	kondusif.	
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4. Netralitas	ASN	
	
Isu	mengenai	netralitas	ASN	yang	seringkali	dipertanyakan	sebenarnya	sudah	menjadi	
informasi	publik	bahwa	budaya	patron-client	dalam	birokrasi	 ini	masih	sangat	kuat.	
Kalau	misalnya	 AMJ	 (akhir	masa	 jabatan)	 kepala	 daerah	 kurang	 dari	 atau	 sebelum	
pelaksanaan	Pilkada,	netralitas	ASN	ini	bisa	terjaga	dengan	baik.	Simulasinya,	mislanya	
ada	 kepala	 daerah	 yang	 AMJ-nya	 di	 februari	 2021,	 kemudian	 Pilkada	 dilaksanakan	
pada	akhir	maret	2021.	Hal	ini	akan	menjadi	ketenangan	bagi	kepala	dinas	khususnya	
karena	 tidak	 ada	 tekanan	 politik	 dari	 kepala	 daerahnya	 untuk	 mendukung	 kepala	
daerah	 yang	menjabat	 dan	 juga	 tidak	 ada	 tekanan	 ke	 bawah,	 yaitu	 skenario	 harus	
mendukung	 kepala	 daerah	 existing	 dsb.	 Akan	 tetapi	 jika	 AMJ	 tahun	 2021	 dan	
pelaksanaan	Pilkada	Desember	2020,	maka	ada	potensi	netralitas	ASN	yang	ditekan	
oleh	petahana.		
	

Rekomendasi:	
1. Mempercepat	Perppu	agar	ada	kepastian	politik	dan	hukum,	terutama	bagi	kontestan	

non-petahana.	
2. Perlu	 ada	 sebuah	 sistem	 untuk	 mekanisme	 controlling	 untuk	 kepala	 daerah	 yang	

semangat	 menuntaskan	 covid-19	 agar	 tidak	 ditunggangi	 oleh	 kepentingan-
kepentingan	politik	

3. Mengenai	waktu	pengganti,	semakin	menjauh	dari	waktu	AMJ	semakin	baik,	yaitu	di	
September	2021	karena	alasan	kerawanan	pemilihan	itu	sendiri.	Dengan	catatan	perlu	
ada	 rekonstruksi	 Pilkada	 serentak	 2024.	 Jika	 tidak	 ada	 rekonstruksi	 dikhawatirkan	
kontestasi	Pilkada	menjadi	lesu.	Jika	kepala	deaerah	yang	baru	terpilih	pada	September	
2021,	 kemungkinan	 baru	 efektif	 kepemimpinannya	 pada	 tahun	 2022.	 Jadi	 jika	
dilaksanakan	 Pilkada	 tahun	 2024,	 maka	 masa	 efektifnya	 hanya	 tiga	 tahun.	 Secara	
kalkulasi	politik	akan	kurang	menarik	bagi	para	kontestan,	dan	dari	sisi	pembangunan	
pun	akan	sangat	terbatas.	Hal	ini	sejalan	dengan	pendapat	Prof	Budi	yang	mengatakan	
bahwa	harus	ada	kebijakan-kebijakan	yang	bisa	menjawab	situasi	seperti	ini.		
	

	
SESI	DISKUSI	

Nurdin	
(KPU	Jakarta)	

1. Selama	ini	di	dalam	regulasi	pemilu	hanya	diatur	dalam	kondisi	aman	dan	
kondusif,	 sehingga	 tidak	 ada	 reguasi	 yang	 mengatur	 dalam	 kondisi	
darurat	atau	force	majure.	Kita	sendiri	tidak	mengetahui	kapan	covid-19	
akan	 selesai	 sehingga	 di	 dalam	 Perppu	 nanti	 perlu	 dibuatkan	 skema	
pelaksanaan	pemilu	dalam	kondisi	darurat.	Sehingga	penundaan	Pilkada	
tidak	 sepenuhnya	 menyelesaikan	 persoalan.	 Bagaimana	 seandainya	
covid-19	 ini	 belum	 selesai,	 karena	 tahapan	 menjelang	 hari	 H	 cukup	
Panjang,	supaya	tidak	mengganggu	kampanye	Pilkada?	
	

2. Jika	pemilu	diundur	di	pemilu	2021,	 akan	berdampak	Pilkada	periode	
berikutnya.	Karena	dalam	UU	No.	10	 tahun	2016,	pelaksanaan	Pilkada	
dilakukan	 secara	 menyeluruh.	 Sehingga	 ada	 170	 wilayah	 yang	
pelaksanaan	Pilkadanya	tahun	2020	ini	akan	terkena	dampak	di	tahun	
2024.	 Apalagi	 Pilkada	 di	 tahun	 2021	 nanti	 akan	 beriringan	 dengan	
pemilu	tahun	2022.	Bagaimana	tanggapan	narasumber	terhadap	kondisi	
seperti	ini?	Karena	hal	ini	tentu	akan	mempengaruhi	tata	pemerintahan	
di	negara	kita.	
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Pramono	Ubaid	
Tanthow	

Pada	penundaan	ini	kita	berada	di	tengah	ketidakpastian	yang	sangat	tinggi.	
Jadi	 faktor	 penentu	 di	 dalam	 penyusunan	 Perppu	 tidak	 sepenuhnya	 di	
tangan	 KPU	 atau	 bahkan	 di	 tangan	 DPR.	 Mungkin	 hal	 ini	 sebagian	 besar	
berada	di	tangan	eksekutif	karena	sangat	tergantung	pada	seberapa	mampu	
dan	 seberapa	 cepat	 pemerintah	 bisa	 mengatasi	 pandemik	 covid-19.	 Jadi	
dalam	 konteks	 ini	 yang	 bisa	 kita	 lakukan	 hanya	menghitung	 dan	melihat	
beberapa	 pihak	 melakukan	 simulasi	 dan	 modeling	 berdasarkan	 rumus-
rumus	 matematis:	 kapan	 pandemik	 akan	 berakhir?	 Dari	 model-model	
tersebut	tidak	ada	yang	memprediksi	pandemi	ini	akan	selesai	dalam	waktu	
cepat.	 Oleh	 karena	 itu	 tidak	 mudah	 untuk	 mengambil	 keputusan	 sampai	
kapan	penundaan	Pilkada	ini	dan	seberapa	cepat	bisa	diputuskan.	
	
Pengunduran	ini	memang	berpengaruh	kepada	masa	jabatan	kepala	daerah,	
dimana	 jika	 menggunakan	 skenario	 pengunduran	 setahun	 maka	 masa	
jabatan	hanya	akan	menjadi	3	tahun.	Tentu	skema	ini	menjadi	tidak	menarik	
bagi	kandidat	karena	pada	masa	jabatannya	akan	ada	spending	yang	sama	
seperti	Pilkada-Pilkada	lain	namun	masa	jabatan	hanya	tiga	tahun.	
	
Dua	minggu	yang	lalu,	sudah	ada	usulan	dari	DPR	untuk	menata	ulang	desain	
keserentakan	pemilu	dan	Pilkada	sesuai	putusan	MK.	Namun	kesepakatan	
terakhir	 Bersama	 MK	 diputuskan	 bahwa	 saat	 ini	 kita	 fokus	 dulu	 ke	
penundaan	 Pilkada.	 Sementara	 desain	 keserentakan	 pemilu	 dan	 Pilkada	
dirumuskan	ulang	di	revisi	undang-undang.		Adanya	putusan	MK	yang	tegas	
itu	menjadi	aspirasi	bagi	banyak	kalangan	saat	ini,	bahwa	pemilu	2024	yang	
diikuti	 berapa	 bulan	 setelah	 penyelenggaraan	 Pilkada	 serentak	 secara	
nasional	sudah	sangat	kecil	kemungkinannya	untuk	dilakukan.	Desain	yang	
sedang	dipikirkan	adalah	kemungkinan	Pemilu	akan	dilaksanakan	di	tahun	
2024,	 kemudian	 Pilkada	 dilakukan	 selang	 beberapa	 tahun	 berikutnya.	
Pengaturan	 ini	 akan	 lebih	 jelas	 di	 dalam	 revisi	 undang-undang	 pemilu.	
Namun	tentu	saja	butuh	pengawalan	dari	masyarakat	sipil,	akademisi,	dan	
kampus	karena	bagaimanapun	revisi	undang-undang	bukan	hanya	menjadi	
ranah	pemerintah	dan	DPR,	namun	juga	menjadi	kepentingan-kepentingan	
politik	 sehingga	 perlu	 dikawal	 agar	 putusan	 MK	 atas	 undang-undang	
tersebut	bisa	dijalankan	dengan	lebih	konsisten.	
	
E-voting	
Untuk	mengadopsi	 teknologi	 dalam	 penyelenggaraan	 pemilu	 tentu	 butuh	
waktu	 dan	 persiapan	 dimana	 jika	 diterapkan	 dalam	 waktu	 dekat	 tanpa	
persiapan	 yang	 matang	 akan	 memunculkan	 banyak	 masalah	 baru.	 Kita	
sebenarnya	ingin	mengadopsi	teknologi	ini	secara	bertahap	dan	saat	ini	yang	
sudah	 dilakukan	 oleh	 KPU	 adalah	 rekapitulasi	 elektronik	 yang	 akan	 kita	
terapkan	 entah	 di	 seluruh	 dareah	 atau	 di	 sebagian	 daerah	 untuk	 Pilkada	
2020	 ini.	 Jadi	 ketika	 ditantang	 oleh	 Mendagri	 untuk	 menyelenggarakan	
Pilkada	secara	e-voting	di	2020	 ini	 tentu	KPU	akan	menjawab	belum	siap	
karena	butuh	perencanaan,	pelatihan	SDM,	dan	pengadaan	peralatan	yang	
matang.	Jadi	jika	dipaksa	melakukan	e-voting	di	tahun	2020	ini	tentu	KPU	
belum	siap.		
	
Kemudian	 ketika	 kita	 bicara	 tentang	 e-voting,	 maka	 yang	 menjadi	
substansinya	 bukan	 hanya	 tentang	 kesiapan	 teknologi	 saja,	 namun	 yang	
lebih	 penting	 adalah	 kesiapan	 masyarakat	 untuk	 meggunakan	 suaranya	
secara	 elektronik	 kemudian	 mau	 menerima	 hasilnya.	 Hal	 ini	 tentu	
membutuhkan	sosialisasi	dan	edukasi	yang	terus	menerus.	
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Dicky	Adra	P	 Apakah	KPU	sudah	memilki	blue	print	tentang	perencanaan	pengembangan	
sistem	 pemilu	 dengan	 penggunaan	 teknologi?	 Dan	 kapan	 kita	 bisa	
menerapkan	sistem	e-voting	pada	pemilu?	Serta	sejauh	manakah	persiapan	
SDM	dan	infrastruktur,	terutama	yang	ada	di	daerah?	
	

Budi	Setiyono	 Yang	 disampaikan	 oleh	 pak	 pramono	memang	merupakan	 salah	 satu	 hal	
yang	komprehensif	yang	harus	kita	perhitungkan.	Tetapi	efek	dari	pandemik	
covid-19	ini	bukan	berarti	akhir	dari	pandemik	 itu	sendiri.	Hal	yang	 lebih	
dikhawatirkan	 justru	 kapasitas	 anggaran	 kita	 kedepan.	 Kalau	 kita	 tidak	
memilki	 kepastian	 tentang	kapan	kita	menyelenggarakan	Pilkada,	 dengan	
metode	apa,	serta	berapa	pembiayaan	yang	dibutuhkan	untuk	itu	maka	akan	
terus	menimbulkan	ketidakpastian.		
	
Baru-baru	 ini	 kita	 mendapatkan	 informasi	 dari	 China,	 bahwa	 ada	 kasus-
kasus	baru	yang	muncul	terlepas	dari	berapa	banyak	kebijakan	dan	tindakan	
yang	sudah	dilakukan.	Di	sisi	lain,	potensi	merebaknya	kasus	serupa	masih	
bisa	 terjadi.	 Sehingga	 kalaupun	 kita	 sudah	 menetapkan	 waktu	
diselenggarakannya	Pilkada	kemudian	terjadi	kasus	yang	sama,	maka	akan	
terjadi	distrupsi	lagi	dan	itu	akan	menimbulkan	ketidakpastian	lagi.		
	
Kemudian	Terkait	masalah	keuangan	di	daerah	dan	nasional,	 covid-19	 ini	
memilki	 domino	 efek	 di	 penerimaan	 negara	 dan	 penerimaan	 daerah,	
kapasitas	 APBN	 dan	 APBD,	 serta	 kemampuan	 finansial	 dari	 swasta.	 Di	
samping	itu,	peserta	Pilkada	yang	sudah	mencalonkan	diri	 juga	pasti	akan	
terkena	pengaruhnya.	Oleh	karena	itu,	akan	sangat	buruk	jika	kita	berkutat	
dengan	kondisi	belum	menyelesaikan	urusan	Pilkada,	sementara	di	sisi	lain	
tidak	tersedia	anggaran	yang	mencukupi	baik	di	daerah	maupun	pusat.		
	
Meskipun	saat	ini	KPU	belum	memiliki	kapasitas	untuk	menyelenggarakan	
e-voting,	 kita	perlu	memastikan	kapan	KPU	bisa	melakukannya.	Dan	agar	
target	 penyelenggaraan	 Pilkada	 bukan	 didasarkan	 atas	 asumsi	 bahwa	
pandemik	ini	akan	berakhir	di	bulan	apa,	tapi	atas	dasar	kapan	KPU	memiliki	
kapasitas	untuk	membangun	sistem	dan	mensosialisasikannya.			
	
Kita	 bisa	 jadi	 bersifat	pessimistic	 dan	 khawatir	 terhadap	berbagai	macam	
kendala	 jika	 kita	menyelenggarakan	Pemilu/Pilkada	 secara	 online.	 Tetapi	
pengalaman	menunjukkan	bahwa	masyarakat	kita	saat	 ini	mau	tidak	mau	
karena	keterpaksaan	akan	secara	cepat	kita	belajar.	Hal	ini	juga	sebenarnya	
merupakan	berkah	yang	sekaligus	menjadi	cara	berfikir	alternatif	bagi	kita	
dalam	penyelenggaraan	pemilu	dan	Pilkada.		
	
Oleh	karena	itu	daripada	kita	berasumsi	kapan	covid-19	ini	akan	berakhir,	
lebih	 baik	 kita	 melakukan	 sesuatu	 yang	 bisa	 terukur,	 dan	 kita	 perlu	
menyusun	 langkah-langkah	 sedemikian	 rupa	 sehingga	 penyelenggaraan	
pemilu	 elektronik	 ini	 bisa	 dikuasai	 oleh	 KPU	 dengan	 akuntabilitas	 yang	
dapat	disepakati	oleh	stakeholder	lainnya.	
	

Ary	Santoso	 E-voting	menjadi	wacana	 yang	menarik	 bagi	 kita.	Dalam	pelaksanaannya,	
mungkin	 kita	 bisa	 belajar	 dari	 BPS.	 Hari	 ini	 BPS	 melaksanakan	 sensus	
penduduk	yang	mana	mekanisme	pelaksanaannya	ada	dua	yaitu	online	dan	
offline.	Bagi	penyelenggaraan	Pilkada	sendiri,	kalaupun	harus	melaksanakan	
dengan	 cara	 e-voting,	 sebagai	 transisi	 memang	 kita	 tidak	 bisa	 berharap	
100%	karena	pasti	akan	menimbulkan	transisi	yang	rawan	terhadap	proses	
elektoral	kita.	Mungkin	Pilkada	ini	bisa	dilakukan	sebagian	secara	online,	dan	



 

Page	11	of	15	
 

sebagian	lagi	offline.	Terutama	di	daerah	urban	ini,	sangat	memungkinkan	
apabila	 dilakukan	 secara	 online.	 Sebagai	 gambaran	 ada	 37	 daerah	 urban	
yang	akan	melaksanakan	Pilkada	di	tahun	2020	ini.		
	
Jika	 permasalahannya	 adalah	 dari	 segi	 kesiapan	 masyarakat	 dan	
infrastruktur,	factor-faktor	tersebut	dapat	dipersiapkan	dalam	waktu	yang	
cukup	cepat	karena	masyarakat	dan	ahli-ahli	IT	kita	sudah	siap	dan	cukup	
memiliki	 pengalaman.	 Jadi	 pertimbangan	 ini	 bisa	menjadi	 salah	 satu	 opsi	
yang	bisa	dibahas.	
	

Pramono	Ubaid	
Tanthowi	

Adopsi	 teknologi	 dalam	 penyelenggaraan	 pemilu	 bisa	 ditarik	 mundur	 ke	
beberapa	tahun	yang	lalu.	KPU	periode	yang	lalu	sudah	mulai	menginisiasi	
penerapan	teknologi	dalam	teknis	peyelenggaraan	pemilu	maupun	Pilkada.	
Sudah	ada	beberapa	inisiatif	penggunaan	adopsi	teknologi	dari	KPU	periode	
sebelumnya,	misalnya	dalam	penyusunan	sistem	informasi	daftar	pemilih,	
pencalonan,	 daftar	 kandidat,	 logistik,	 partai	 politik,	 dst.	 Sistem-sistem	
tersebut	sudah	diterapkan	di	dalam	tahapan-tahapan	Pilkada/pemilu	kita.		
Yang	 saat	 ini	 dikerjakan	 oleh	KPU	 adalah	meningkatkan	 kapasitas	 sistem	
informasi	 yang	 sudah	 diadopsi	 oleh	 KPU	 dari	 segi	 keamanan.	 Kemudian	
berikutnya	kita	ingin	menambah	adopsi	teknologi	dari	segi	rekapitulasi	atau	
kita	sebut	dengan	e-rekap.	Saat	ini	sistemnya	sudah	hampir	jadi	dan	sudah	
akan	 dilakukan	 simulasi.	 Namun	 karena	 ada	 kondisi	 seperti	 ini,	 proses	
simulasi	tidak	memungkinkan	lagi	sehingga	kita	undurkan.	
	
Terkait	dengan	alternatif	pemungutan	suara,	di	beberapa	negara	bukan	lagi	
menggunakan	 e-voting,	 tapi	 e-counting,	 misalnya	 di	 Korea	 Selatan.	
Mekanisme	 e-counting	 itu	 sendiri	 adalah	melakukan	pemungutan	dengan	
cara	manual	(mencoblos	dengan	kertas)	kemudian	melakukan	perhitungan	
(count)	dengan	sistem	informasi.	Jadi	kita	memiliki	banyak	pilihan	sebagai	
alternative	selain	e-voting.	Di	tahun	ini	KPU	tidak	mempertimbangkan	untuk	
Pilkada	secara	e-voting,	makanya	yang	sekarang	sedang	kita	bangun	adalah	
e-rekap.	
	
Apabila	meihat	ke	beberapa	negara	maju	yang	pernah	menerapkan	e-voting,	
saat	 ini	 mereka	 sudah	 tidak	 menerapkannya	 lagi	 dan	 sudah	 kembali	 ke	
sistem	manual,	 negara-negara	 tersebut	misalnya	Belgia,	 Prancis,	 Belanda,	
Jerman,	 dan	 Jepang.	 Jadi	 secara	 umum	yang	 terjadi	 adalah	negara-negara	
Eropa	 dan	 Amerika	 Utara	 bergerak	 meninggalkan	 e-voting,	 sementara	
negara-negara	di	Amerika	Selatan	dan	Asia	malah	mengalami	peningkatan	
ketertarikan	pada	e-voting.		
	
Untuk	menjawab	 pertanyaan	 apabila	 kita	masih	 berada	 dalam	 pandemik	
covid-19	pada	hari	pemungutan	suara,	alternatif	sebenarnya	bukan	dengan	
metode	 manual	 atau	 elektronik,	 akan	 tetapi	 kita	 memilki	 alternatif	
pemungutan	seperti	yang	kita	lakukan	di	luar	negeri.	Antara	lain:	

1. Pemungutan	suara	di	TPS	
2. Drop	 box	 (Kotak	 Suara	 Keliling,	 yaitu	 para	 petugas	 berkeliling	

dengan	 membawa	 kotak	 suara	 mendatangi	 para	 pemilih.	 Pemilih	
lebih	bersifat	pasif)	

3. Surat	melalui	pos	
Alternatif-alternatif	 inilah	 yang	 sedang	 difikirkan	 oleh	 KPU,	 apakah	 opsi	
tersebut	mungkin	untuk	dilakukan	atau	tidak.			
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Efri	
(KPU	Sumbar)	

Ada	 wacana	 realokasi	 anggaran	 sebelum	 digunakan	 oleh	 KPU	 terkait	
pemulihan	 dampak	 covid-19.	 Jika	 itu	 terealisasi,	 maka	 akan	 menjadi	
kecemasan	KPUD	untuk	melanjutkan	Pilkada	berikutnya	terkait	anggaran.	
Sementara	jika	anggaran	itu	berasal	dari	APBD,	hal	ini	akan	menimbulkan	
persoalan	 baru	 lagi	 di	 KPUD	 dimana	 di	 Provinsi	 Sumbar	 sudah	 terjadi	 3	
daerah	 yang	 mengalami	 keterlambatan	 NPHD	 (Naskah	 Perjanjian	 Hibah	
Daerah).	 Jadi	apa	solusi	yang	dilakukan	oleh	KPU	RI?	Apakah	ada	wacana	
dari	pemerintah	untuk	menganggarkan	Pilkada	ini	dari	APBN	ataukah	ada	
kesepakatan	lain	sebelumnya	dengan	kepala	daerah?	
	

Pramono	Ubaid	
Tanthowi	

Di	dalam	RDP	dua	minggu	 lalu	ada	kesepakatan	bersama	untuk	 realokasi	
anggaran	 yang	 belum	 digunakan	 baik	 di	 KPU,	 bawaslu,	 maupun	 apparat	
keamanan	agar	direalokasi	untuk	penanganan	covid-19.	Namun	yang	perlu	
diperhatikan	 adalah,	 bahwa	hal	 ini	 belum	bisa	 dilaksanakan	 sebelum	ada	
Perppu	dan	peraturan	dari	Kemendagri.		
	

Sri	Utami	
(UIN	Malang)	

Terkait	dengan	konsekuensi	penundaan	di	ranah	regulasi,	kita	mengetahui	
bahwa	 akan	 terjadi	 perubahan	 UU	 Pilkada	 No.	 10	 Tahun	 2016,	 namun	
pembuatan	 perppu	 yang	 sangat	 ditunggu	 ini	 belum	 juga	 terbentuk.	 Jika	
dipandang	dari	KPU	sendiri,	bagaimanakah	kriteria	Perppu	yang	baik?	
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Perppu	yang	akan	diajukan	oleh	KPU	secara	garis	besar	ada	2	hal,	yaitu:		
	

1. Pasal	 201	 yaitu	 tentang	 bulan	 pelaksanaan	 Pilkada:	 KPU	
menginginkan	 tidak	 disebutkan	 secara	 jelas	 tanggal,	 bulan,	 dan	
tahunnya	 kapan.	 Tapi	 kami	 menginginkan	 menyebutkan	 dengan	
kata	“selambat-lambatnya”.	Jadi	kapan	tepatnya	waktu	pelaksanaan	
Pilkada	nantinya	menjadi	kewenangan	KPU	yang	tertuang	di	dalam	
PKPU	 terkait	 tahapan,	 program,	 dan	 jadwal.	 Karena	 di	 tengah	
ketidakpastian	saat	ini,	kita	tidak	menginginkan	akan	keluar	Perppu	
di	atas	Perppu.	
	

2. Mengenai	 Pilkada	 lanjutan.	 Di	 dalam	 undang-undnag	 dijelaskan	
bahwa	 yang	 berhak	menunda	 Pilkada	 adalah	 KPU	masing-masing	
daerah,	tetapi	yang	berwenang	untuk	menetapkan	Pilkada	lanjutan	
adalah	pemerintah	eksekutif	daerah.	Jika	di	Pilkada	kabupaten/kota,	
yang	 menetapkan	 Pilkada	 lanjutan	 adalah	 Gubernur,	 sementara	
untuk	Pilgub	menjadi	kewenangan	dari	Kemendagri.	Peraturan	 ini	
jika	dilihat	lebih	lanjut	dirasa	tidak	kongruen	atau	tidak	konsisten.	
Jadi	antara	embaga	yang	menetapkan	 jadwal	Pilkada	dan	 lembaga	
yang	 memilki	 kewenangan	 mengadakan	 Pilkada	 lanjutan	 itu	
berbeda.	 Sehingga	 di	 sini	 KPU	 berharap	 agar	 KPU	 diberikan	
kewenangan	untuk	mengatur	Pilkada	lanjutan,	namun	tentu	setelah	
berkonsultasi	dengan	bawaslu,	pemerintah	daerah,	dan	pihak-pihak	
terkait.		
	

M.	Syari	Faidar	 Bagaimana	 langkah-langkah	yang	dilakukan	oleh	KPU	dalam	pembahasan	
revisi	 undang-undang	 yang	 berkaitan	 dengan	 adanya	 covid-19	 dan	 juga	
usulan	 kepada	 Mendagri	 sehingga	 ancaman	 perekonomian	 masyarakat	
dapat	teratasi?	Disamping	itu	bagaimana	langkah-langkah	persiapan	Pilkada	
baik	yang	dilakukan	oleh	KPU,	baik	melalui	e-voting	atau	manual	sehingga	
pelaksanaan	 Pilkada	 bisa	 sesuai	 dengan	 target	 yang	 kita	 inginkan,	 di	
samping	 kita	 bersinggungan	 dengan	 masalah	 partisipasi	 rakyat	 dan	
keterbatasan	anggaran	yang	ada?	
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Terkait	 dengan	 aspek-aspek	 ekonomi	 pada	 pandemik	 ini,	 secara	
institusional	 KPU	 tidak	 bisa	 lebih	 jauh	mengatur.	 Paling	 kami	 hanya	 bisa	
menghimbau	 secara	 personal	 kepada	 jajaran	 KPU	 agar	 peduli	 dengan	
masyarakat	sekitar,	memberikan	sumbangan,	dst.		
	
Adapun	kontribusi	KPU	dengan	adanya	covid-19	ini,	kita	gencarkan	melalui	
media	 sosial	 untuk	 mengedukasi	 kesadaran	 penggunaan	 masker,	 social	
distancing,	dsb.	Jadi	kita	ikut	serta	terhadap	kampanye	protokol	kesehatan	
agar	dapat	diikuti	oleh	masyarakat.	
		

Ary	Santoso	 Belajar	 dari	 Prancis	 yang	 tetap	 melaksanakan	 Pilkada	 di	 Bulan	 Maret	 di	
tengah	kondisi	covid-19,	penurunan	partisipasinya	sangat	signifikan,	yakni	
sampai	dengan	sebesar	20%.	Jadi	penentuan	waktu	ini	akan	menjadi	kunci.	
Meskipun	 di	 sisi	 lain	 ancaman	 kemiskinan	 memang	 akan	 memberikan	
dampak	 yang	 lain	 bukan	 hanya	 dari	 sisi	 partisipasi	masyarakat	 terhadap	
Pilkada	tapi	juga	kepada	ancaman	money	politic	itu	sendiri.		
	
Adapun	 mengenai	 masalah	 partisipasi,	 waktu	 yang	 tepat	 untuk	
menyelenggarakan	Pilkada	adalah	di	waktu	yang	kira-kira	kondisi	covid-19	
ini	sudah	tidak	terjadi.	Meskipun	telah	dikatakan	bahwa	kita	berada	di	dalam	
ketidakpastian	mengenai	kapan	covid-19	ini	akan	selesai.	
	
Di	 China	 sendiri	 yang	 menjadi	 benchmark	 penanganan	 covid-19,	 saat	 ini	
sudah	mengalami	peningkatan	kasus	lagi	sekitar	100	hingga	120	per	hari.	
Angka	ini	kurang	lebih	sama	seperti	yang	terjadi	di	Indonesia.	Oleh	karena	
itu,	 sangat	 benar	 bahwasanya	 ketidakpastian	 ini	 sangat	 tinggi.	 Sehingga	
waktu	yang	tepat	adalah	di	waktu	yang	lumayan	jauh	untuk	antisipasi	bahwa	
pemerintah	sudah	melakukan	langkah	yang	tepat	untuk	meredam	masalah	
covid-19.	
	
Kemudian	 yang	 terpenting	 lagi	mengenai	 penentuan	waktu	 pengunduran	
Pilkada	 ini,	 harapan	 kita	 penentuan	 waktu	 tersebut	 jangan	 sampai	
didominasi	oleh	kepentingan	politik,	misalnya	dengan	melihat	akhir	masa	
jabatan.	Misalnya	ruling	party	di	suatu	daerah	masa	jabatannya	berakhir	di	
akhir	Juni	sehingga	kemudian	sengaja	diatur	pelaksanaan	Pilkada	di	bulan	
September,	 dsb.	 Jadi	 pertimbangan	 kemaslahatan	 semoga	 bisa	
dikedepankan.	
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Di	dalam	tiga	opsi	itu,	KPU	sebenarnya	prefer	ke	opsi	yang	terakhir	karena	
kita	 mencari	 waktu	 yang	 aman.	 Namun	 nantinya	 di	 dalam	 RDP	 kita	
menginginkan	hal	tersebut	disebutkan	dengan	klausul	“selambat-lambatnya	
di	 September	 2021”.	 Sehingga	 kita	 bisa	 sambil	 melihat	 situasi,	 apabila	
penanganannya	 cepat,	 maka	 kita	 ajukan.	 Dan	 jika	 pandemik	 masih	
berkecamuk,	kita	bisa	ambil	waktu	yang	paling	belakang.	
	

Niko	Amrulloh	 Bahwasannya	 saya	 melihat	 kondisi	 ini	 adalah	 sesuatu	 yang	 sangat	 tidak	
stabil	dan	sangat	tidak	terprediksi.	Saya	sepakat	ketika	KPU	memilih	opsi	3	
yaitu	 skenario	waktu	yang	paling	maksimum.	Tapi	ketika	kita	mengambil	
kebijakan,	 pasti	 ada	 konsekuensinya.	 Sehingga	 saya	 sepakat	 dengan	 Prof	
Budi	yang	mengajukan	bahwa	kita	ambil	skenario	terburuk	bahwa	memang	
tidak	 ada	 kepastian,	 kemudian	 kita	 memilih	 alternatif	 e-voting.	 Tentu	 e-
voting	sendiri	memiliki	banyak	catatan,	tidak	terkecuali	juga	dengan	skema	
yang	sama	di	dalam	ketidakpastian	ini.		
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Mengenai	skema	e-voting,	yang	jadi	catatan	adalah	masalah	kesiapan	SDM-
nya,	 kesiapan	 infrastrukturnya,	 dan	 kesiapan	 adaptasi	 teknologinya	 dari	
KPU.	 Padahal	 jika	 kita	 memilih	 opsi	 lainpun	 pasti	 sama-sama	 memiliki	
konsekuensi	 yang	 sama.	 Pertanyaannya	 adalah,	 apa	 yang	mendasari	 KPU	
tidak	bersedia	melakukan	sistem	e-voting?	
	

Ahmad	Zaelani	 Isu	e-voting	ini	bukan	isu	baru	di	hajatan	besar	Pemilu/Pilkada	karena	sudah	
ada	wacana	sebelumnya.	Namun	karena	tidak	ada	sesuatu	yang	mendesak	
sehingga	 KPU	 tidak	memilih	 alternatif	 tersebut	 untuk	 dilakukan.	 Dengan	
adanya	kondisi	ini,	sepertinya	kita	perlu	mendorong	agar	e-voting	ini	harus	
terlaksana	di	Pilkada.	
	

Donny	Arief	 Apakah	 dari	 KPU	 tidak	 memilki	 rencana	 untuk	 melaksanakan	 tahapan-
tahapan	berbasis	online?	
Kemudian	 bagaimana	 menurut	 KPU	 jika	 kita	 melaksanakan	 sistem	
pemungutan	dengan	drop	box?		
	
Terkait	pemetaan	Pilkada	dengan	adanya	covid-19	(gambar	yang	di	share	
pada	 pemaparan	 panelis),	 apakah	memungkinkan	 jika	 pemungutan	 suara	
dilakukan	dengan	Drop	Box?	
	
Jika	seandainya	akan	dilaksanakan	dengan	drop	box,	apakah	bisa	diprediksi	
berapa	tingkat	partisipasinya?	
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Saat	menyusun	UU	27	tahun	2017,	DPR	komisi	II	mengadakan	studi	banding	
ke	 beberapa	 negara	 Eropa	 dan	 Amerika	 Latin	 untuk	 belajar	mengenai	 e-
voting.	Setelah	kembali	ke	Indonesia,	mereka	menemukan	bahwa	di	negara-
negara	Eropa	yang	dikunjungi	sebagiannya	malah	kembali	ke	manual.	
	
Negara-negara	 Eropa	 yang	 menerapkan	 e-voting	 tapi	 sudah	 kembali	 ke	
sistem	manual	antara	lain	Belgia,	Prancis,	Belanda,	dan	Jerman.	Sementara	
di	Amerika	Latin	ada	Paraguay.	Kemudian	di	Asia	ada	negara	 Jepang.	 Jika	
melihat	 Korea	 Selatan	 yang	 juga	 sudah	 canggih	 dari	 sisi	 IT	 nya,	 mereka	
bahkan	 masih	 menggunakan	 sistem	 manual	 untuk	 pemungutan	 suara.	
Sementara	untuk	perhitungannya	menggunakan	e-counting.		
	
Pertanyaannya,	kenapa	negara-negara	 tersebut	beralih	ke	sistem	manual?	
Menyoal	 e-voting	 ini	 terutama	 adalah	 soal	 security.	 Adapun	 security	 ini	
sangat	berkaitan	dengan	trust	public.	Security	menjadi	pertimbangan	utama	
dalam	pemilu,	 sedangkan	 trust	menjadi	nilai	 terpenting	dalam	demokrasi.	
Tidak	ada	demokrasi	jika	tidak	ada	trust.		
	
E-voting	ini	mungkin	bisa	dibangun	dengan	baik	dan	security-nya	juga	bisa	
dibangun	dengan	baik.	Tapi	kepercayaan	public	di	dunia	secara	umum	rata-
rata	mengalami	penurunan	pada	penggunaan	e-voting.	
	
Pertimbangan	 lainnya	 dalam	 penggunaan	 e-voting	 adalah	 dari	 sisi	
kerahasiannya.	 Apabila	 nantinya	 terjadi	 sengketa	 atau	 persoalan	 hukum	
terkait	dengan	pemilu,	kita	masih	memilki	raw	material	yang	bisa	digunakan	
sebagai	 bukti	 otentik.	 Sementara	 pada	 penggunaan	 e-voting,	 kita	 tidak	
memiliki	raw	material.	Adapun	iika	terjadi	sengketa,	nantinya	yang	dilacak	
adalah	 lock	 history-nya.	 Jika	 yang	 dilihat	 lock	 history,	 maka	 disitu	 akan	
terlihat:	siapa	memilih	siapa.	Dan	disitulah	unsur	kerahasiaan	menjadi	tidak	
terpenuhi.		
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Jadi,	 secara	 umum	 negara-negara	 di	 Eropa	 dan	 Amerika	 Utara	 bergerak	
meninggalkan	 e-voting,	 sementara	 Amerika	 Selatan	 dan	 Asia	 mengalami	
peningkatan	ketertarikan	ke	e-voting.	 Sehingga	e-voting	 atau	bukan,	 tidak	
ada	 keterkaitannya	 dengan	 kemajuan	 peradaban	 sebuah	 bangsa.	E-voting	
atau	 tidak,	 hanya	 menjadi	 pilihan-pilihan	 yang	 menyesuaikan	 kebutuhan	
masyarakat	 setempat,	 dan	 juga	 sebagai	 kesepakatan-kesepakatan	 politik	
yang	diambil	oleh	masing-masing	negara.	
	

Ary	Santoso	 Di	 dalam	 gambar	 yang	 telah	 dipaparkan,	 ternyata	 terlihat	 bahwa	 ada	
kerawanan	 pada	 wilayah	 yang	 akan	 melakukan	 Pilkada	 dengan	 kondisi	
covid-19	ini.		
	
Apabila	 ingin	 mengambil	 metode-metode	 pemungutan	 suara,	 kita	 bisa	
membagi	Pilkada	berdasarkan	cluster-cluster	wilayah	pada	gambar	tersebut.	
Misalnya	 pada	 wilayah	 yang	 terpapar	 covid-19	 tinggi,	 dan	 wilayah	 itu	
banyak	 yang	 akan	 menyelenggarakan	 Pilkada,	 ditambah	 lagi	 pada	 tahun	
2015	memiliki	 sejarah	kerawanan	Pilkada.	Maka	bisa	diambil	kesimpulan	
bahwa	 di	 wilayah-wilayah	 tersebut	 seharusnya	 concern	 menggunakan	
pendekatan-pendekatan	yang	khusus,	sehingga	angka	partisipasi	msyarakat	
bisa	 terjaga	 dengan	 baik	 dan	 bisa	 terhindar	 dari	 aspek-aspek	 kerawanan	
Pilkada	yang	tidak	kita	inginkan.	
	

	
CLOSING	STATEMENT	
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Pada	prinsipnya	pandemik	covid-19	 ini	menimbulkan	ketidakpastian	bagi	
banyak	 pihak,	 tidak	 terkecuali	 bagi	 KPU.	 Memang	 KPU	 sendiri	 sedang	
menyusun	beberapa	skenario	tentang	bagaimana	Pilkada	itu	dilaksanakan	
dalam	 kondisi	 pandemik	 masih	 berkembang.	 Karena	 pelaksanaan	
Pilkada/Pemilu	 bukan	 hanya	 pada	 hari	 pemungutan,	 tapi	 juga	mencakup	
seluruh	tahapan-tahapannya.	Dan	pentingnya	proses	bagaimana	pendataan	
pemilihnya	 di	 tengah	 kondisi	 pandemik,	 bagaimana	 verifikasi	 calon	
perseorangan,	 bagaimana	 kampanye	 yang	 identik	 dengan	 arak-arakan	 ini	
perlu	diatur.	Beberapa	alternatif-alternatif	strategi	sedang	digodok	oleh	KPU	
agar	 agenda	 demokrasi	 ini	 akan	 tetap	 berjalan	 dengan	 tetap	
mempertimbangkan	protokol	kesehatan.	Jadi,	saat	ini	yang	sedang	dibangun	
oleh	 KPU	 adalah	 sistem	 rekapitulasi	 secara	 elektronik.	 Teknisnya	 adalah	
pemungutan	 dan	 pembukaan	 suara	 dengan	 sistem	 manual,	 kemudian	
rekapitulasi	akan	dilakukan	oleh	sistem.	
		

Ary	Santoso	 Hal	 terpenting	 yang	 saat	 ini	 kita	 butuhkan	 adalah	 segera	 digulirkannya	
Perppu	sebagai	jaminan	kepastian	hukum	dan	kepastian	politik.	Perppu	ini	
paling	tidak	menyangkut	beberapa	hal,	diantaranya:	

- Kejelasan	 status	 tahapan	 Pilkada.	 Sehingga	 peran	 KPU	 terhadap	
Perppu	 disini	 adalah	 memberikan	 inventaris	 terhadap	 masalah-
masalah	yang	akan	dihadapi	di	tengah	kondisi	covid-19	ini.		

- Penjelasan	terkait	personil	yang	sudah	direkrut,	pembiayaan,	dsb	
- Perlu	ada	controlling	 bersama	dari	 seluruh	pihak	 terhadap	upaya-

upaya	 politisasi	 dari	 para	 petahana	 yang	 saat	 ini	 juga	 sedang	
berusaha	mengatasi	masalah	covid-19.	Oleh	karena	itu	kontrol	sosial	
sangat	 penting	 dilakukan	 agar	 tidak	 ada	 penyelewengan-
penyelewengan	yang	 terjadi	 sehingga	disini	 akan	 tercapai	 fairness	
terhadap	kontestan	non-petahana.		

	


